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ABSTRAK 

Perputaran dana segar di pasar modal sangat besar sehingga menimbulkan 

dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah adanya sumber dana baru 

yang berasal dari investor yang akan digunakan dalam pembiayaan pembangunan. 

Dampak negatifnya adalah timbulnya jenis kejahatan  baru yang sebelumnya tidak 

ada menjadi ada berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar 

Modal. Kejahatan di pasar modal berbagai macam, salah satunya adalah penipuan 

yang menimbulkan kerugian bagi   pemerintah, investor maupun masyarakat pada 

umumnya.  Selama ini pemerintah Indonesia mengatasi kerugian akibat penipuan 

pasar modal menggunakan Undang Undang Pasar Modal, namun belum cukup 

mengatasi kejahatan tersebut. Perlu upaya yang lebih dalam memerangi kejahatan 

tersebut  oleh karena itu perlu terobosan baru berkaitan dengan ganti rugi bagi 

korban kejahatan penipuan pasar modal.  Permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini adalah  filosofi ganti rugi sebagai pidana pokok bagi pelaku 

penipuan dalam pasar modal, karakteristik ganti rugi sebagai pidana pokok  dan 

reformulasi ganti rugi sebagai pidana pokok  bagi pelaku  penipuan dalam pasar 

modal.  Penelitian ini merupakan penelitian hukum  normatif, dengan pendekatan 

perundang undangan, konseptual, perbandingan.  Penelitian ini  telah menemukan  

tiga hal yaitu pertama  filosofi ganti rugi sebagai pidana pokok terhadap pelaku 

penipuan pasar modal terdiri atas hakekat, epistemologi dan manfaat (axiologi)  

ganti rugi sebagai pidana pokok terhadap pelaku penipuan pasar modal. Temuan 

kedua adalah karakteristik ganti rugi sebagai pidana pokok karakteristik ganti rugi 

sebagai pidana pokok. Pada temuan kedua ini menguraikan karakteristik ganti 

rugi sebagai pidana pokok  terhadap pelaku penipuan pasar modal yang  termasuk 

memperbandingan ganti rugi yang ada di dalam undang undang di Indonesia. 

Temuan ketiga adalah  reformulasi  ganti rugi sebagai pidana pokok  bagi pelaku  

penipuan dalam pasar modal di masa yang akan datang, yang terdiri atas cara 

pemberian ganti rugi, lembaga ganti rugi dan  jumlah ganti rugi terhadap pelaku 

penipuan pasar modal.  

 

Kata kunci : Ganti Rugi, Penipuan Pasar Modal, Pidana Pokok.  
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ABSTRACT  

The circulation of fresh funds in the capital market is very large, causing positive 

and negative impacts. The positive impact is the existence of new sources of funds 

from investors that will be used in development financing. The negative impact is 

the emergence of new types of crime based on Law Number 8 of 1995 concerning 

the Capital Market. One of them is capital market crime that is fraud that causes 

losses to the government, investors and the public. So far, the Indonesian 

government has overcome losses due to capital market fraud using the Capital 

Market Law, but it has not been sufficient to overcome these crimes. More efforts 

are needed in combating these crimes. The problems discussed in this study are 

the philosophy of compensation as the main criminal for fraud perpetrators in the 

capital market, the characteristics of compensation as the main criminal and 

reformulation of compensation as the main criminal for the perpetrators of fraud 

in the capital market. This research is a normative legal research, with a 

statutory, conceptual, and comparative approach. This research has found three 

things, the first is the philosophy of compensation as the main crime against 

capital market fraud perpetrators consisting of the nature, epistemology and 

benefits (axiology) of compensation as the main crime against capital market 

fraud. The second finding is the characteristics of compensation as the main 

criminal characteristics of compensation as the main criminal. In this second 

finding outlines the characteristics of compensation as the principal crime against 

capital market fraud. The third finding is reformulation of compensation as the 

main crime for fraud perpetrators in the capital market in the future, which 

consists of how to provide compensation, institutions for compensation and the 

amount of compensation for perpetrators of capital market fraud.  

Keywords: Compensation, Capital Market Fraud, Principal Crimes. 
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